
BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1 Kerternturan Perraturran kampanye r, khursu rsnya Prersidern dan perjabat purblik 

lainnya, diatu rr sertidaknya dalam 10 (serpurlurh) pasal, yaitur Pasal 281, Pasal 

282, Pasal 283, Pasal 299, Pasal 300, Pasal 301, Pasal 302, Pasal 303, Pasal 

304, dan Pasal 305 U rndang-Urndang Nomor 7 Tahurn 2017 Terntang Permilihan 

Urmurm. Serlain urndang-urndang terrserbu rt, kerternturan merngernai kampanye r 

perjabat permerrintah jurga diaturr dalam Perraturran Komisi Permilihan Urmurm 

Rerpurblik Indonersia (PKPUr) No. 15/2023 terntang Kampanye r Permilur. 

Serderrhananya, isi pokok pasal terrserburt mermurat dura hal, yaitur kerternturan yang 

diperrbolerhkan dan kerternturan yang dilarang karerna sifat hurkurmnya. jika hanya 

berrdasarkan landasan pasal 282 dan pasal 299 U rndang-Urndang Nomor 7 

Tahurn 2017 Terntang Permilihan urmurm mermang Prersidern diperrbolerhkan iku rt 

serrta dalam kampanye r, Namu rn jika dilihat dari ke rterntu ran pasal lainnya maka 

terrdapat atu rran batasan te rrkait larangan me rnggurnakan fasilitas Nergara. 

Merskipurn aturran merlarang pernggurnaan fasilitas nergara serlama kampanye r, 

terrdapat berberrapa perngercuralian, terrurtama urnturk fasilitas yang berrkaitan 

derngan perngamanan, protokolerr, dan kerserhatan yang merlerkat pada prersidern 

dan wakil prersidern. Larangan pernggurnaan fasilitas nergara dalam kampanye r 

berrturjuran urnturk mernghindari pernyalahgurnaan kerwernangan olerh perjabat 

nergara yang dapat berrdampak pada urpaya mermernangkan permilihan untuk 

pasangan calon tertentu. 



2 Berrdasarkan ke rterntu ran merngernai hak kampanye r prersidern di masa me rndatang, 

Perlu perrurbahan terrhadap serdikitnya 3 Pasal U rndang-Urndang Nomor 7 Tahu rn 

2017 Terntang Permilur terrkait keriku rtserrtaan Prersidern dalam Kampanye r Permilur 

pada Pasal 299 U rUr Permilur yang merngatu rr hak prersidern dan wakil prersidern 

merlaksanakan kampanyer, diminta ditambahkan syarat "Tidak te rrikat 

hurburngan kerlurarga serdarah ataur sermernda sampai derrajat kertiga, ataur 

hurburngan su rami ataur istri merskipu rn terlah berrcerrai derngan pasangan calon, 

calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabu rpatern/kota, serrta tidak 

mermiliki poternsi konflik kerperntingan derngan tu rgas, werwernang dan hak 

jabatan masing-masing.” Syarat yang sama diminta ditambahkan pada Pasal 

280 Ayat (2) U rUr Permilur yang merngatu rr daftar pe rjabat nergara yang dilarang 

iku rt serrta salam tim kampanye r dan pasal Kermurdian, Pasal 281 Ayat (1), yang 

merngatu rr perlibatan prersidern-wakil prersidern dalam kampanye r permilu r, diminta 

agar ditambahkan syarat yang sama se rperrti pada isi gu rgatan pasal 299 U rUr 

Permilu 

B. Saran 

1. KPUr perrlur merngambil langkah tergas dalam mernangani perlanggaran yang 

berrpoternsi merlermahkan prinsip nertralitas Perjabat Nergara. Serlain itur, KPUr 

harurs mernjaga intergritas interrnalnya u rnturk mermastikan permilur berrjalan 

sercara adil. Bawaslur jurga mermiliki perran pernting urnturk merngawasi KPUr dan 

merngambil tindakan jika terrjadi pernyalahgurnaan werwernang. 



2. Derwan Perrwakilan Rakyat perrlur merrervisi U rndang-Urndang Nomor 7 Tahu rn 

2017 Terntang Permilur terrkait perngatu rran Hak pre rsidern berrkampanye r urnturk 

salah satu r pasangan calon  agar terrciptanya kerpastian hurkurm. 

 

 

 


